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MOTTO :

“ Tiada boleh menginginkan kepunyaan lain orang, melainkan dua macam.
orang yang diberi oleh Allah kekayaan, maka dipergunakan untuk hak
kebenaran, dan orang yang diberi oleh Allah ilmu pengetahuan, hikmat maka

diajarkan kepada semua orang”.

( HR : Buchary, Muslim)’"

' H. Salim Bahreisj . Tarjamah Riadlus Shalihin .
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RINGKASAN

Salah satu hal yang sangat berarti dalam kehidupan manusia, terutama yang
berhubungan dengan kelangsungan hidupnya adalah tanah. Di negara kita yang
negara agraris, mayoritas penduduk masih mengandalkan tanah sebagai ladang
mata pencaharian mereka untuk tetap dapat melangsungkan hidup. Tanah
merupakan sarana pelaksanaan pembangunan nasional, hal itu bertujuan untuk
melaksanakan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara
materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila hendaknya harus digunakan sebesar-
besarnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 3
UUD 1945. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan pembangunan ada
berbagai kepentingan yang kelihatannya saling bertentangan antara satu dengan
yang lain berkenaan dengan persoalan tanah.

Kegiatan pembangunan materiil yang banyak memerlukan tanah sebagai
tempat penampungan kegiatan adalah untuk kepentingan pendidikan, hal ini
dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk meneruskan
jenjang pendidikan sampai ke tingkat Perguruan Tinggi, vang dari situlah nanti
bangsa Indonesia mencetak sumber daya manusia yang berkualitas tanpa
menanggalkan Pancasila sebagai spirit utama.

Pembangunan sarana pendidikan memerlukan tanah yang harus dibebaskan.
Bilamana tanah tersebut diambil begitu saja dengan menggunakan alasan untuk
kepentingan pendidikan maka jelas hal ini akan mengorbankan hak asasi
masyarakat, yang seharusnya hal tersebut tidak dapat dilakukan dalam suatu
negara hukum. Dengan demikian masalah pembangunan sarana pendidikan
berkaitan erat dengan hukum pembebasan tanah, bahwa bidang pendidikan atau
sekolahan termasuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Hal itulah yang mendorong saya untuk mengangkat permasalahan yang
berhubungan dengan pelaksanaan pembebasan hak atas tanah untuk

pengembangan kampus Universitas Jember , yaitu:

X11
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1. Bagaimana prosedur pembebasan hak atas tanah guna pclaksanaan
pembangunan Universitas Jember di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten
Jember ?

2. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah
yang dilakukan oleh pthak Universitas Jember ?

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah secara
yuridis normatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data
primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersebut dikumpulkan dengan
metode wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya sumber data yang telah
ada disusun secara kronologis dan dianalisa dengan menggunakan metode
diskriptif kualitatif dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif

Kesimpulan yang diperoleh adalah prosedur pembebasan hak atas tanah bagi
peningkatan atau pengembangan kampus Universitas Jember dilaksanakan dengan
prosedur yang terdapat dalam Kepﬁres Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan
Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994, sedangkan
pelaksanaan pemberian ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah oleh
instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka pembebasan tanah
untuk pengembangan kampus Universitas Jember di Kecamatan Sumbersari
Kabupaten Jember telah dilakukan secara baik, vaitu dengan musyawarah
bersama antara kedua belah pihak hingga mencapai suatu kesepakatan.

Saran yang diberikan adalah dalam pelaksanaan pembebasan hak alas lanah,
harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan cara yang adil dan bijaksana serta
prosedur pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, sedangkan dalam hal pernbebasan hak atas tanah untuk kepentingan
umum khususnya pada bidang pendidikan diperiukan langkah proaktil dari
pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya mengenyam pendidikan sampai
ke jenjang yang tertinggi, sehingga pada saat pemerintah memeriukan lahan yang
tepat untuk membangun sarana fisik yang diperuntukkan bagi kepentingan
pendidikan maka diharapkan proses pembebasannya tidak akan mengalami

kendala yang begitu berarti.

Xili
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah pokok yang hingga kini belum mendapat pengaturan yang
tuntas adalah masalah tanah. Tanah merupakan hal yang sangat berarti dalam
kehidupan manusia, terutama di negara kita yang termasuk negara agraris dimana
mayoritas penduduknya masih mengandalkan tanah sebagai ladang mata
pencaharian mereka untuk tetap bisa melangsungkan hidup. Tanah tidak hanya
sebagai tempat bermukim, tetapi juga sebagai sumber kehidupan manusia, sebagai
cadangan harta yang bersifat permanen, sebagai sarana pembangunan baik untuk
kepentingan umum maupun kepentingan pribadi, sekaligus sebagai tempat
persemayaman terakhir bagi yang telah meninggal dunia.

Salah satu faktor yang banyak terkena arus laju pembangunan adalah sektor
pertanahan, sebab hampir semua pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan
tanah. Pada setiap waktu, daya jangkau pembangunan semakin meluas dan ini
membawa akibat bahwa kebutuhan akan tanah juga akan meningkat, baik untuk
keperluan kebutuhan langsung program pemerintah maupun untuk keperluan
swasta. Kiranya hal ini tidak dapat dihindari karena tanah adalah suatu faktor
produksi yang penting ( Lubis, 1982 :93 ).

Tanah juga sebagai sarana pelaksanaan pembangunan nasional dimana hal itu
bertujuan untuk melaksanakan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata
baik secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila hendaknya harus
digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum
dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Namun tidak dapat dipungkiri dalam
pelaksanaan pembangunan ada berbagai kepentingan yang kelihatan saling
bertentangan antara satu dengan yang lain berkenaan dengan persoalan tanah.
Disatu pihak pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utama,
sedangkan dilain pihak sebagian besar masyarakat memerlukan tanah, selain

sebagai tempat tinggal juga digunakan sebagai tempat mengais rezeki.
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Kegiatan pembangunan materiil yang banyak memerlukan tanah sebagai
tempat penampungan kegiatan adalah untuk kepentingan pendidikan, yang dari
situlah nanti bangsa Indonesia mencetak sumber daya manusia yang berkualitas
tanpa menanggalkan Pancasila sebagai spirit utama. Kebijaksanaan pembangunan
sarana pendidikan diambil sehubungan dengan meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk meneruskan jenjang pendidikan sampai ke tingkat Perguruan
Tinggi.

Pembangunan sarana pendidikan memerlukan tanah yang harus dibebaskan.
Bilamana tanah tersebut diambil begitu saja dengan menggunakan alasan untuk
kepentingan pendidikan maka jelas hal im akan mengorbankan hak asasi
masyarakat, yang seharusnya hal tersebut tidak dapat dilakukan dalam suatu
negara hukum. Dengan demikian masalah pembangunan sarana pendidikan
berkaitan erat dengan hukum pembebasan tanah, bahwa bidang pendidikan atau
sekolahan termasuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah terurai diatas, maka penyusun tertarik dan
menganggap perlu untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi
dengan judul “ SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN
PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH UNTUK PENGEMBANGAN KAMPUS
UNIVERSITAS JEMBER “

1.2 Ruang Lingkup

Mengingat masalah-masalah mengenai pembebasan tanah guna kepentingan
umum ruang lingkupnya begitu luas dan kompleks, maka untuk mempermudah
penulisan skripsi serta untuk memberikan ketepatan dan ketelitian akan hasil
penelitian, penyusun membatasi permasalahan hanya pada pelaksanaan
pembebasan tanah bagi pembangunan Universitas Jember di Kecamatan

Sumbersari, Kabupaten Jember.
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1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka

penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembebasan hak atas tanah guna pelaksanaan
pembangunan Universitas Jember di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten
Jember ?

2. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah

yang dilakukan oleh pihak Universitas Jember 7

1.4 Tujuan Penelitian
Penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus

yang diharapkan berguna bagi semua pihak.

1.4.1 Tujuan umum
Tujuan umum penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat akademis,

yaitu meliputi :

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Jember.

b. Sebagai salah satu cara penerapan ilmu pengetahuan yang didapat dari
bangku kuliah, khususnya disiplin ilmu hukum.

c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pihak-pihak
yang berkepentingan sehubungan dengan hal-hal yang dipermasalahkan dalam

skripsi ini.

1.4.2 Tujuan Khusus

a. Agar dapat mengetahui prosedur pembebasan hak atas tanah guna pelaksanaan
pembangunan Universitas Jember di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten
Jember.

b. Agar dapat mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada pemegang
hak atas tanah yang dilakukan oleh Universitas Jember.
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1.5 Metode Penelitian
1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini
adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk memberikan analis atau
kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari
ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait
dengan penerapan di dalam prakteknya (Soemitro, 1998:97). Selain itu juga
diadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini khususnya

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dan pihak Universitas Jember.

1.5.2 Sumber Data
Sumber-sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a. Sumber Data Primer.
Adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari pithak yang terkait,
dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yang
diwakili oleh para pejabat yang berwenang, yaitu Bapak Handoko selaku Staft

Bagian Permasalahan.

b. Sumber Data Sekunder.
Adalah sumber data yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber
data ini meliputi literatur-literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan dan

peraturan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian (Soemitro,
1998:3).

1.5.3 Tehnik Pengumpulan Data
Dalam melaksanakan penelitian terhadap penulisan skripsi ini, penyusun
menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Studi kepustakaan.
Merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-
dokumen, buku-buku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat

dengan obyek penelitian.
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2. Wawancara.
Merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan penyusun dengan cara
mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait
dengan penelitian ini, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Jember yang diwakili oleh para pejabatnya yang berwenang, vaitu

Bapak Handoko selaku Staff Bagian Permasalahan.

1.5.4 Tehnik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan, observasi
dan wawancara, dalam menganalisis data yang diperoleh digunakan metode
analisis diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran
mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka tetapi
didasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan
masalah yang dibahas. Agar diperoleh hasil analis yang baik maka digunakan
metode analis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai

suatu kejadian yang bersifat khusus (Soemitro, 1998:98).
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BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Untuk peningkatan pengembangan kampus Universitas Jember, maka pada
tanggal 9 Juni 1997, Rektor Universitas Jember dan Pemimpin Proyek PELITA
1997-1998 bersama-sama menandatangani berkas Permohonan Penetapan Lokasi
dan Pengadaan Tanah Untuk Kampus Universitas Jember kepada Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Jember dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Jember. Dalam berkas surat permohonan itu dilampirkan data sebagai
berikut :

1. Salinan rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Jember;
2. Gambar tanah kampus dan target lokasi pembebasan;

3. Petok-petok tanah;

4. DIP Tahun Anggaran 1997/1998.

Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1997, Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi
Kepentingan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jember mengeluarkan
pemberitahuan kepada Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sumbersari dan Lurah
Sumbersari untuk segera mengumumkan tentang : 1 (satu) set hasil inventarisasi
tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berada di atas tanah yang
akan dibebaskan / dilepaskan haknya oleh para pemilik untuk kepentingan
perluasan pembangunan Kampus Universitas Jember. Hal in1 dimaksudkan untuk
memenuhi Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 1994 , pengumuman ini sesuai dengan ketentuan harus
diumumkan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 14 Agustus 1997 sampai dengan
12 September 1997.

Menindaklanjuti pengumuman dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Jember selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi
Kepentingan Umum Kepala Daerah Tingkat II Jember, maka pada hari Senin,
tanggal 15 September 1997 terbit Berita Acara dengan Nomor 2/ BA / Panitia
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Pembebasan Tanah. IX/ 1997 tentang Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jember,

dengan susunan keanggotaan:

1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember, sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, sebagai Wakil Ketua
merangkap Anggota.

3. Asisten I Sekretaris Wilayah Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jember sebagai

Sekrataris I bukan Anggota.

4. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat Il

Jember, sebagai Anggota.

5. Kepala Bagian Tata Pemerintah Sekretaris Daerah Tingkat [T Jember, sebagai

Anggota.

6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten daerah Tingkat IT Jember sebagai

Anggota. -

7. Kepala Cabang Dinas Pertanian, Tanaman dan Pangan Kabupaten Daerah

Tingkat I Jember, sebagai Anggota.

8. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sumbersari sebagai Anggota.
9. Kepala Desa Sumbersari,, Kecamatan Sumbersari sebagai Anggota.
10. Kepala Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Jember, sebagai Sekretaris 11 bukan Anggota.

Adapun sesuai keterangan atau pernyataan dari pemilik tanah / pihak yang
menguasai tanah, dalam hal ini diwakili oleh Haji Mochammad Ali yang
bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemilik tanah dan selaku kuasa
dari Tadjir dkk ( 8 orang ) sebagaimana Surat Kuasa tanggal 04 Juni 1997, bahwa
yang bersangkutan ( pemilik tanah / pihak yang menguasai ) hanya akan menjual
tanahnya saja. Sedangkan bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di
atasnya akan dipindahkan sendiri dengan biaya sendiri tanpa ganti rugi, dengan
besarnya ganti rugi tanah masing-masing sebesar sebagaimana tersebut di bawah

ini:
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Tabel 1. Pemilik Tanah, Luas Tanah dan Besarnya Ganti Rugi.

No. | NAMA BEKAS | LUAS KLAS BESARNYA | KETERANGAN
PEMILIK TANAH TANAH | DALAM GANTI JUMLAH
/! M2 PETOK KERUGIAN SELURUHNYA
C/D TANAH PER | (Rp.)
DESA M2 (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1 Tejan bin H. | 1.954 o 125.000. 244.250.000.-
Dulsamat -
2 | P. Sae/ Sidan 1.780 S/ 125.000,- 222.560.000.-
3 |Hajp  Muhammad | 1.071 S. 11 110.000.- 117.810.000,-
Ali
4 | Dra. Soemiati 1.606 S. 1 63.000,- 101.178.000.-
5 Tajir 600 Sl 120.000,- 72.000.000.-
6 Haji Muhammad | 600 S 105.000,- 63.000.000.-
Al
74 P. Wagini/Wage 430 S. 1 120.000,- 51.600.000,-
8 | P. Nisa 753 D. IV 120.000,- 90.360.000.-
9 | P. Dulgani Samsoe | 1958 |[D.IV 120.000,- 234.960.000.-
10 | P. Satik 2358 |S.1 115.000,- 271.170.000.-
11 | Riyanto Soetopo 6.025 Soll 63.000,- 379.575.000.-
12 | Pa’isseh Turrohmah | 992 D. IV 125.000.- 124.000.000.-
Achmad Rokip
JUMLAH 20.127 - 1.972.403.000.-

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember,2003

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam menganalisa permasalahan skripsi ini

antara lain :
Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam

|8

yang terkandung di dalamnya dikuasai

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat «.

oleh negara dan dipergunakan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria.

Pasal 6 menyatakan bahwa “ Semua hak atas tanah mempunyai fungsi

sosial®.
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Pasal 18 menyatakan bahwa “ Untuk Kepentingan umum, termasuk
kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat,
hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan cara memberi ganti kerugian
yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas
Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya.

4. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan *
.....sebagai ganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Pembebasan Tanah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1975 tentang
Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk Pihak Swasta.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara
Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Di wilayah Kecamatan,
pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, pasal 4 butir a dan b.

6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1994 tentang Peclaksanaan
Keppres Nomor 55 Tahun 1993.

2.3 Kerangka Teori
2.3.1 Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hubungan hukum antara suatu subjek hak dengan suatu
bidang tanah tertentu yang berisikan wewenang dan kewajiban (Salidenho 1987 :
157 ). Sedangkan pengertian hak atas tanah menurut Keppres Nomor 55 Tahun
1993, adalah hak atas sebidang tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam pasal
4 ayat 2 UUPA tersirat pengertian bahwa hak atas tanah adalah hak yang memberi
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh
bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam

batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang
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lebih tinggi, hak-hak atas tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut didalam
Pasal 16 ayat (2) UUPA, yaitu :
Hak milik,

i

Hak guna usaha,
Hak guna bangunan,
Hak pakai,

Hak sewa,

Hak membuka tanah,

=

Hak memungut hasil hutan,

@ oo

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan
ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.
Seperti kita ketahui bersama, bahwa setiap bidang tanah di Indonesia ini
sebagian besar telah dilekati oleh suatu hak atas tanah tertentu. Dalam penjelasan
umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria angka 11 butir 2 antara lain “ ...tidak perlu dan tidaklah pula pada
tempatnya, bahwa bangsa Indonesia atau pun Negara bertindak sebagai pemilik
tanah, adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari scluruh
rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa.”. Selanjutnya pasal 2 ayat |
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria mengandung pengertian bahwa tanah pada tingkat tertinggi dikuasai oleh
negara, sebagai organ kekuasaan seluruh rakyat, maksudnya adalah bahwa negara
mempunyai wewenang yang tertinggi dalam menentukan kebijakan dan mengatur
hal-hal yang dapat dikuasainya, hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan yang
menangani tanah serta mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
penyediaan dan pemeliharaan. Semua itu ditujukan untuk mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur (Mahendra
dan Hasanudin, 1997 : 41).
Persoalan tentang pembebasan tanah terutama dalam kaitannya dengan
pelaksanaan pembangunan merupakan masalah yang banyak mendapat perhatian

dari berbagai pihak, hal ini disebabkan karena upaya pembebasan tersebut bukan
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hal yang mudah, karena harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah
ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan terutama terhadap tanah yang
telah didaftarkan pemiliknya kepada negara dalam hal ini instansi yang
berwenang adalah Kantor Pertanahan. Kepemilikan seseorang terhadap tanah
tersebut telah diakui dan dilindungi oleh negara dengan diterbitkannya sertifikat
hak atas tanah yang merupakan bukti yang kuat, tetapi hubungan hukum antara
pemilik dengan hak atas tanah dapat dihapus dan berakhir karena sesuatu sebab

tertentu sebagaimana disebutkan dalam UUPA pasal 27 tentang hapusnya hak

milik.

A. Pengaturan Hak Atas Tanah

Negara sebagai badan penguasa atas seluruh pertanahan di Indonesia berhak
menentukan macam-macam hak atas tanah terhadap seseorang atau badan hukum
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi sebagai
berikut “Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi
wewenang untuk :

1). Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

2). Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan
bumi, air dan ruang angkasa.

3). Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
(Parlindungan, 1993:37)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diatas, maka selanjutnya hak atas tanah
diatur dalam UUPA, yaitu pada :

1). Pasal 4 ayat 1, berisi tentang kewenangan negara dalam memberikan hak
atas tanah baik kepada perseorangan maupun kepada badan hukum.

2). Pasal 4 ayat 2, berisi tentang kewenangan negara dalam mempergunakan

hak atas tanah sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA.
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3). Pasal 16, berisi tentang macam-macam hak atas tanah yang diakui olch
negara.

4). Pasal 53, tentang hak-hak yang bersifat sementara.

B. Macam-Macam Hak Atas Tanah
Dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA terdapat bermacam-macam Hak Atas Tanah

yang diakui dan diatur oleh negara lain :

1). Hak Milik,

2). Hak guna usaha,

3). Hak guna bangunan,

4). Hak pakai,

5). Hak sewa,

6). Hak membuka tanah,

7). Hak memungut hasil hutan,

8). Hak-hak lain yang tidak termasuk hak-hak tersebut diatas yang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagai yang disebut dalam pasal 53, seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil,

hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

C. Berakhirnya dan Hapusnya Hak Milik Atas Tanah
Hak-hak atas tanah yang terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA dapat
berakhir atau dihapus walaupun hak-hak atas tanah tersebut telah mempunyai
hubungan hukum yang kuat antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang
dikuasainya, hal ini diatur di dalam :.
1). Hak milik diatur dalam Pasal 20 UUPA dan Pasal 27 UUPA yang mengatur
tentang hapusnya hak milik.
2). Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 34 UUPA.
3). Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 40 UUPA.
4). Hak Pakai dan Hak Sewa juga diatur didalam Pasal 27 UUPA, tetapi hak
pakai dan hak sewa dapat dihapus bila :
a) Jangka waktu yang telah ditentukan berakhir,
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5).

6).

b) Bila ada suatu persyaratan yang tidak dienuhi,
c) Pemegangnya melepaskan hak tersebut,
d) Dicabut untuk kepentingan umum,
e) Ditelantarkan,
f) Tanahnya musnah.
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, hak-hak tersebut
sebenarnya bukanlah hak atas tanah, karena tidak memberikan wewenang
untuk menggunaka hak atas tanah seperti yang disebutkan dalam Pasal 4
Ayat (2) UUPA. Hak-hak tersebut adalah hak-hak dalam hukum adat atas
tanah untuk menyelaraskan dengan sistematika hukum adat. Menurut
penyusun hak tersebut dapat hapus bila masyarakat adat yang bersangkutan
juga telah tidak ada.
Hak-hak atas tanah yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang
akan ditetapkan dengan ur;dang-undang serta hak-hak vyang sifatnya
sementara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 UUPA (hak gadai, hak
usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian) diusahakan
hapusnya di dalam waktu yang singkat sesuai dengan ketentuan peralihan
dari Pasal 53 UUPA.

Dari beberapa hal yang dapat menyebabkan hapusnya hak atas tanah tersebut

diatas, dapat disimpulkan bahwa hak milik atas tanah dapat hapus sebagaimana
diatur didalam Pasal 27 UUPA karena :

a.

Tanahnya jatuh kepada Negara ;

1. Karena pencabutan hak,

2. Karena penyerahan dengan sukarela olch pemiliknya,
3. Karena ditelantarkan,

4. Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2
Tanahnya musnah;

Hal-hal tersebut merupakan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka

pembebasan tanah, sehingga dapat dikatakan bahwa hak atas tanah dapat hapus

karena adanya pembebasan tanah.
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2.3.2 Pengertian Pembebasan Hak atas Tanah.

Istilah pembebasan hak atas tanah tidak dikenal dalam UUPA. Istilah tersebut
baru muncul dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975
tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Pembebasan Tanah. Dalam peraturan
tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pembebasan tanah adalah
melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang hak milik
atas tanah dengan cara memberikan ganti rugi” (Kartasapoetra, 1992 . 134).
Namun sejak tanggal 17 Juni 1993 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut
sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya Keppres Nomor 55
Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum. Dalam Keppres tersebut konsep pembebasan hak atas tanah
dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah (Mahendra dan
Hasanudin, 1997 : 12).

Dalam Keppres tersebut pcngadéan tanah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 yang
menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan
tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah
tersebut. Sedang yang dimaksud dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
dalam Pasal 1 ayat 2 Keppres tersebut adalah kegiatan melepaskan hubungan
antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan
memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah.

Sedangkan pengertian kepentingaan umum dalam Pasal 1 ayat 3 Keppres
Nomor 55 Tahun 1993 disebutkan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan
seluruh lapisan masyarakat. Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 1973 tentang
Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di atasnya,
yang dimaksud dengan kepentingan umum vg diatur dalam Pasal 1 ayat 1 adalah
suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat
kepentingan umum apabila kegiatan tersebut menyangkut :

1). Kepentingan masyarakat luas dan / atau,

2). Kepentingan bangsa dan negara dan / atau,

3). Kepentingan rakyat banyak / bersama dan / atau,
4). Kepentingan pembangunan.
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Menurut UUPA dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dan
penjelasannya dalam Pasal 1 :

1). Kepentingan bangsa ;

2). Kepentingan negara ;

3). Kepentingan bersama dari rakyat ;
4). Kepentingan pembangunan.

Dengan demikian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara
serta kepentingan bersama rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial politik
psikologis dan hankamnas atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan
mengindahkan ketahanan nasional dan Wawasan Nusantara (Salidenho, 1987 :
35).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pembebasan hak atas
tanah guna kepentingan umum adalah suatu kegiatan dengan melepaskan
hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak milik atas tanah
dengan cara memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah guna
melaksanakan pembangunan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Menurut Bapak Handoko selaku Staff Bagian Permasalahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember, pembebasan hak atas tanah guna kepentingan
umum merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 yang
telah diganti dengan Keppres Nomor 55 Tahun 1993, harus memenuhi beberapa
persyaratan sebagai berikut :

1. Pembangunan proyek-proyek yang bersifat menunjang kepentingan umum,
baik yang dilakukan pihak pemerintah maupun olch pihak swasta;

2. Pembebasan hak atas tanah hanya dapat dilakukan apabila pihak pemegang
hak atas tanah bersedia menyerahkan tanahnya secara sukarela;

3. Pembebasan hak atas tanah harus disertai dengan musyawarah bersama untuk
menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian;

4. Pemberian hak atas tanah harus dilakukan oleh pihak yang berwenang secara

langsung terhadap pemegang hak atas tanah menurut tata cara pembebasan
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hak atas tanah hanya dapat dilakukan bila menyangkut yang ditentukan dalam

ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Setelah memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka pembebasan hak atas

tanah dapat dilakukan melalui acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
yang saat ini telah diatur dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993.
Pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah ditujukan untuk membangun
sarana dan prasarana yang bersifat menunjang kepentingan umum. Kegiatan
pembangunan untuk kepentingan umum ini dilakukan dengan tidak mencan
keuntungan.

Bidang-bidang yang diatur dalam Pasal 5 Keppres Nomor 55 Tahun 1993
adalah sebagai berikut :

1. Jalan umum, saluran pembuangan air;

2. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya yang termasuk saluran
irigasi;

Rumah Sakit Umum dan Pusat-Pusat Kesehatan Masyarakat;

Pelabuhan / Bandar udara / terminal;

Peribadatan;

Pendidikan / sekolahan;

Pasar umum / pasar inpres;

Fasilitas Pemakaman umum,

0 _BHT ) 2 e B 3

Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir,
lahar, dan lain-lain bencana;
10. Pos dan telekomunikasi;
11. Sarana olah raga;
12. Stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya;
13. Kantor Pemerintah;
14. Fasilitas ABRL

Selain bidang-bidang diatas mungkin saja masih ada bidang-bidang kegiatan
lain yang termasuk di dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum,
dengan catatan kegiatan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Untuk

memenuhi kebutuhan tanah bagi pembangunan bidang-bidang diatas yang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

ditujukan untuk kepentingan umum, maka pemerintah melakukan cara pelepasan
atau penyerahan hak atas tanah sebagai upaya pengadaan tanah yang
pelaksanaannya diatur dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan
Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 sebagai peraturan

pelaksananya.

2.3.3 Pengertian Panitia Pembebasan Tanah

Pembebasan tanah dilakukan oleh sebuah panitia yang disebut Panitia
Pembebasan Tanah (Selanjutnya disebut PPT). Disebut dalam Permendagri
Nomor 15 Tahun 1975 bahwa PPT adalah sebuah panitia yang bertugas
melakukan pemeriksaan atau penelitian dan ganti rugi dalam rangka pembebasan
sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan atau tanaman yang tumbuh
diatasnya, yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I untuk masing-masing Kabupaten / Kotamadya dalam suatu wilayah
propinsi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugasnya PPT berpedoman pada peraturan-peraturan
yang berlaku berdasarkan asas musyawarah dan asas harga umum (tanah)
setempat. Kemudian di dalam melakukan penaksiran / penctapan mengenai
besarnya ganti rugi, PPT harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik
tanah / pemegang hak atas tanah atau benda tanaman yang ada di atasnya
berdasarkan harga umum tanah setempat.

A. Susunan Keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah
Panitia Pembebasan Tanah merupakan sebuah tim yang anggota-anggotanya

terdiri dari :

1. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten / Kotamadya sebagai Ketua
merangkap anggota.

2. Seorang pejabat dari Kantor Pemerintah Daerah Tingkat IT yang ditunjuk oleh
Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.

3. Kepala Kantor IPEDA / IREDA atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.
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Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan tanah tersebut
sebagai anggota.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat Il atau pejabat yang
ditunjukkannya apabila mengenai tanah bangunan dan / Kepala Dinas
Pertanian Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjukkan jika mengenai
tanah pertanian sebagai anggota.

Kepala Kecamatan yang bersangkutan sebagai Anggota.

7. Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu sebagai anggota.

Seseorang pejabat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten / Kotamadya
yang bersangkutan sebagai Sekretaris bukan anggota (PMDN Nomor 15
Tahun 1997 Pasal 2 ayat 1).

Tugas-Tugas Pokok Panitia Pembebasan Tanah
Tugas-tugas dari Panitia Pembebasan Panitia tersebut menurut pasal 3 PMDN

Nomor 15 Tahun 1975 adalah sebagai berikut :

1

2

Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan
tanahnya, tanaman / tumbuhan dan bangunan-barngunan.

Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan
bangunan / tanaman.

Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak.
Membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa / pertimbangannya.
Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas
tanah / bangunan / tanaman tersebut.

Oleh karena yang dianut adalah prinsip musyawarah, maka pemegang /

pemilik tanah atau calon pembeli dapat menerima atau menolak jumlah harga

ganti rugi yang diusulkan oleh Panitia. Apabila setelah diadakan musyawarah

salah satu pihak tetap tidak menyetujui jumlah ganti rugi tersebut, maka

masalahnya diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah setempat sebagai instansi

banding. Dalam hal ini Gubernur Kepala berkewajiban untuk mencarikan jalan

tengah.
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Dalam pelaksanaan pembebasan tanah masalah pokok yang banyak mendapat
perhatian adalah persoalan mengenai ganti rugi karena persoalan ini adalah
menyangkut hak-hak dari si pemilik tanah yang dibebaskan. Sehingga dapatlah
dikatakan bahwa unsur yang mutlak harus ada dalam pelaksanaan pembebasan
tanah adalah unsur ganti rugi.

2.3.4 Prosedur Pembebasan Hak Atas Tanah

Prosedur pembebasan hak atas tanah yang berdasarkan Keppres Nomor 55
Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Keppres Nomor 55 Tahun 1993 terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :
A. Penetapan lokasi pembangunan;,
Pelaksanaan musyawarah dan penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian;
Tata cara pengajuan keberatan terhadap keputusan panitian pengadaan tanah;

Pelaksanaan pemberian ganti kerugian;

moonw

Pelepasan, penyerahan dan permohonan hak atas tanah.

A. Penetapan Lokasi Pembangunan

Jika instansi pemerintah memerlukan tanah untuk keperluan tertentu sebagai
pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum maka prosedur yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah tersebut harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, dalam hal
ini Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pclaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 5 mengenai bidang-bidang
pembangunan yang termasuk dalam kategori kepentingan umum. Apabila diatas
tanah tersebut masih dibebani oleh suatu hak tertentu sebagaimana terdapat dalam
UU Nomor § Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 16 ayat
1, maka instansi pemerintah yang memerlukan tanah tadi mengajukan
permohonan penetapan lokasi pembangunan kepada Bupati/Walikota melalui

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat. Namun apabila tanah
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yang diperlukan terletak di 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kotamadya maka

permohonan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi. Dalam surat permohonan penetapan lokast

pembangunan juga dilengkapi dengan ;

a. Lokasi tanah yang diperlukan;

b.  Status tanah, luas dan gambar kasar tanah yang diperlukan;

¢.  Penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan;

d.  Uraian rencana proyek yang akan dibangun, disertai keterangan mengenai
aspek pembiayaan dan lamanya pembangunan;

e Kesediaan untuk memberikan ganti rugi atau fasilitas-fasilitas lain kepada
yang berhak atas tanah.

Setelah menerima permohonan dari instansi yang bersangkutan, maka Bupati
atau  walikota ~memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/kotamadya untuk mengadakan koordinasi dengan pejabat yang yang
berwenang yakni Ketua Bappeda Tingkat 11, Asisten Sekretaris Wilayah Daerah
Bidang Ketataprajaan dan instansi terkait lainnya untuk bersama-sama melakukan
penelitian mengenai kesesuaian peruntukan tanah yang dimohon dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau perencanaan ruang wilayah. Hal ini sama
persis sama dengan permohonan yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat 1.

Kemudian apabila rencana penggunaan tanahnya sudah sesuai dengan dan
berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Bupati/Walikota atau Gubernur
memberikan persetujuan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan
umum yang dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kotamadya
atau oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

Untuk pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka setelah
diterimanya persetujuan penetapan lokasi pembangunan, instansi pemerintah yang
memerlukan tanah segera mengajukan permohonan pengadaan tanah kepada
Panitia Pengadaan Tanah atau PPT yang dibentuk oleh Gubernur di setiap
Kabupaten/Kotamadya yang susunan keanggotaannya terdapat dalam Keppres

Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan
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Untuk Kepentingan umum Pasal 7. Sedangkan pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari | (satu)
hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan
tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau menukar
atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

Untuk pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar, setelah
diterimanya persetujuan penetapan lokasi pembangunan maka instansi pemerintah
yang memerlukan tanah mengajukan permohonan kepada panitia pengadaan tanah
dengan melampirkan persetujuan penetapan tersebut. Setelah diterimanya
permohonan oleh Panitia Pengadaan Tanah maka instansi pemerintah yang
memerlukan tanah diundang untuk persiapan pelaksanaan pengadaan tanah.
Kemudian Panitia Pengadaan Tanah bersama instansi pemerintah memberikan
penyuluhan kepada masyarakat yang terkena lokasi pembangunan mengenai
maksud dan tujuan pembangunan agar masyarakat dapat memahami dan
menerima pembangunan tersebut. Penyuluhan dilaksanakan di tempat yang
ditentukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan dipandu oleh Ketua Panitia atau
Wakil Panitia serta dihadiri oleh para anggota Panitia Pengadaan Tanah dan
Pimpinan instansi pemerintah yang terkait dan juga melibatkan peran serta para
tokoh masyarakat dan pimpinan informasi setempat. Penyuluhan dapat
dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sampai tujuan penyuluhan tercapai.

Setelah dilaksanakan penyuluhan, Panitia Pengadaan Tanah bersama instansi
pemerintah yang memerlukan tanah menetapkan batas lokasi tanah yang terkena
pembangunan dan selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah melakukan kegiatan
inventarisasi mengenai bidang-bidang tanah, termasuk bangunan, tanaman dan
atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan. Untuk
melaksanakan kegiatan inventarisasi, Panitia Pengadaan Tanah dapat menugaskan
petugas dari instansi yang bertanggung jawab di bidang yang bersangkutan,
seperti petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya untuk mengetahui
luas tanah, status, pemegang hak dan penggunaan tanah, untuk mengetahui
pemilik, jenis, luas, konstruksi dan kondisi bangunan dilakukan oleh instansi

Pemda Tingkat IT yang bertanggung jawab di bidang bangunan, sedangkan yang
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melakukan pendataan mengenai pemilik, jenis, umur dan kondisi dilakukan oleh
Pemda Tingkat II yang berwenang di bidang pertanian atau perkebunan. Hasil
inventarisasi diumumkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, Kantor
Camat dan Kantor Kelurahan/Desa setempat selama 1 (satu) bulan, untuk
memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan.
Pengumuman dibuat dalam bentuk daftar dan peta yang ditandatangani oleh
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para Anggota Panitia. Jika ada keberatan yang
diajukan dalam tenggat waktu, yang oleh Panitia Pengadaan Tanah dianggap
beralasan maka Panitia Pengadaan Tanah mengadakan perubahan terhadap daftar

dan peta.

B. Pelaksanaan Musyawarah dan Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti

Kerugian

Setelah penyuluhan dan penetapan batas lokasi tanah dilaksanakan Panitia
Pengadaan Tanah megundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah,
pemegang hak atas tanah, dan pemilik bangunan, dan atau benda-benda lain yang
terkait dengan tanah yang bersangkutan untuk mengadakan musyawarah di tempat
yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka menetapkan bentuk
dan besarnya ganti kerugian. Dalam menentukan pelaksanaan musyawarah Panitia
Pengadaan Tanah dapat menentukan terselenggaranya musyawarah secara bergilir
berdasarkan pertimbangan yang meliputi banyaknya peserta musyawarah, luas
tanah yang diperlukan, dan jenis kepentingan yang terkait. Dalam hal musyawarah
melalui perwakilan, penunjukan wakil dibuat dalam bentuk surat kuasa yang
diketahuai oleh Lurah atau Kades setempat.

Mengenai pemberian ganti kerugian, Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum Pasal 16 ayat 1, harus memperhatikan hal-hal berikut :
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1. Nilai tanah berdasarkan nilai nyata dengan memperhatikan Nilai Jual
Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang
bersangkutan;

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah :

lokasi tanah;

jenis hak atas tanah,

=

¢c. status penguasaan tanah;
d. peruntukan tanah;
e. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah;
f. prasarana yang tersedia,
g. fasilitas dan utilitas;
h. lingkungan;
i, lain-lain yang mempengaruhi harga tanah.

3. Nilai taksiran bangunan, tanaman, benda-benda lain yang berkaitan

dengan tanah.

Dalam hal mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, pemegang hak atas tanah
dan pemilik bangunan, tanaman dan atau benda-benda yang terkait dengan tanah
yang bersangkutan, dapat menyampaikan keinginannya, sctelah instansi
pemerintah yang memerlukan tanah memberikan tanggapan terhadap keinginan
para pemilik tanah, maka diusahakhn ganti kerugian dalam bentuk yang tidak
menyebabkan  perubahan terhadap pola hidup masyarakat dengan
mempertimbangkan kemungkinan dilaksanakannya alih pemukiman ke lokasi
yang sesuai.

Sedangkan penaksiran nilai tanah, secbagai mana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 55 Tahun 1993
tentang Pengadaan Tanah Pasal 15 dilakukan dengan memperhatikan :

a. Jenis hak atas tanah

b. Status penguasaan tanah
Apabila pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanamn dan atau
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mengeluarkan keputusan tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian dengan
kesepakatan tersebut. Namun apabila pemilik tanah, bangunan dan atau benda-
benda yang terkait dengan tanah tersebut tidak menyetujui, maka akan diadakan
diadakan musyawarah lagi, hingga tercapai kesepakatan mengenai bentuk dan
besarnya ganti kerugian. Dan bila kesepakatan masih belum juga tercapai, Panitia
Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti
kerugian dengan memperhatikan pendapat serta saran atau keinginan dan
pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah yang langsung disampaikan
kepada kedua belah pihak, yakni instansi pemerintah yang memerlukan tanah
dengan para pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman serta

benda-benda lain yang ada diatasnya.

C. Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Panitia

Pengadaan Tanah .

Apabila pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan, tanaman dan/atau
benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang akan dibebaskan keberatan atau
menolak keputusan Panitia Pengadaan Tanah terhadap besarnya dan bentuk ganti
kerugian yang diberikan, mereka dapat mengajukan keberatan dengan disertal
alasan keberatannya kepada Gubernur setempat, dan bagi pemegang hak atas
tanah, pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan
tanah yang akan dibebaskan tidak mengambil ganti kerugian setelah adanya
pemberitahuan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dari Panitia Pengadaan Tanah,
dianggap keberatan terhadap keputusan Panitia Pengadaan Tanah tentang
besarnya dan bentuk ganti kerugian yang diberikan. Hal ini akan ditindak lanjuti
oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan memberikan laporan kepada Gubernur
setempat tentang adanya keberatan terhadap keputusan Panitia Pengadaan Tanah
terhadap besarnya dan bentuk ganti kerugian.

Setelah menerima laporan dari Panitia Pengadaan Tanah tentang adanya
keberatan dari pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan, tanaman dan/atau

A il Rilae Flilharare alran


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

-, b il o~ - P
1 - -4 ettt A LA LA SR R S A AN A REA A AS W AN MERIG wEREEVE NSNS

25

Pengadaan Tanah Propinsi akan melakukan penelitian ke lapangan dan meminta
penjelasan dari Panitia Pengadaan Tanah tentang proses pelaksanaan pengadaan
tanah terutama mengenai penetapan bentuk dan besarnya kerugian. Panitia
Pengadaan Tanah Propinsi kemudian akan memberikan pertimbangan kepada
Gubernur mengenai penyelesaian terhadap adanya keberatan dari pemegang hak
atas tanah, pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait
dengan tanah yang akan dibebaskan tersebut. Usulan dari Panitia Pengadaan
Tanah Propinsi tentang besarnya dan bentuk ganti kerugian tersebut akan
diupayakan oleh Gubernur agar disetujui oleh para pemegang hak atas tanah,
pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah
yang akan dibebaskan yang mengajukan keberatan terhadap keputusan Panitia
Pengadaan Tanah terhadap besarnya dan bentuk ganti kerugian.

Apabila para pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan, tanaman dan/atau
benda-benda lain yang terkait denéan tanah yang akan dibebaskan yang
mengajukan keberatan terhadap keputusan Panitia Pengadaan Tanah terhadap
besarnya dan bentuk ganti kerugian masih belum menerima penyelesaian yang
diajukan oleh Gubernur, maka Gubernur akan mengeluarkan kuputusan yang
merubah isi dari keputusan Panitia Pengadaan Tanah sebelumnya, dan putusan
Gubernur ini disampaikan kepada pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan,
tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang akan
dibebaskan dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah tersebut. Selanjutnya
para pihak diharuskan menyampaikan pendapatnya secara tertulis kepada
Gubernur mengenai adanya keputusan Gubernur tersebut. Apabila para pemegang
hak atas tanah, pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait
dengan tanah yang akan dibebaskan menyetujui keputusan Gubernur tersebut
maka, Gubernur akan memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk

melaksanakan acara pemberian ganti kerugian. Terhadap adanya penolakan dari

para pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda
lain yang terkait dengan tanah yang akan dibebaskan terhadap usulan

et dmibminn Temnnemsn Aan hantnls aanti Lamioian  inctancd Pemerintah
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yang memerlukan tanah tersebut melaporkan dan meminta petunjuk mengenal

kelanjutan rencana pembangunan kepada Pimpinan Departemen / Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang membawahinya. Setelah menerima laporan
tersebut, Pimpinan Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen segera
memberikan tanggapan secara tertulis mengenai besarnya dan bentuk ganti
kerugian dan dikirimkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan dengan
tembusan kepada Gubernur.

Apabila Pimpinan Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen
menyetujui permintaan para pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan, tanaman
dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang akan dibebaskan yang
mengajukan keberatan terhadap besarnya dan bentuk ganti kerugian, Gubernur
akan mengeluarkan keputusan mengenai revisi besarnya dan bentuk ganti
kerugian yang sesuai dengan kesediaan atau persetujuan tersebut. Keputusan
mengenai revisi besarnya dan bentuk ganti kerugian ini disampaikan kepada para
pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain
yang terkait dengan tanah yang akan dibebaskan, instansi Pemerintah yang
memerlukan tanah dan Panitia Pengadaan Tanah. Bersamaan dengan
penyampaian keputusan tersebut, Gubernur memerintahkan kepada Panitia
Pengadaan Tanah untuk melaksanakan acara pemberian ganti kerugian.

Sedangkan bila Pimpinan Departemen / Lembaga Pemerintah Non
Departemen Instansi yang memerlukan tanah tidak menyetujui permintaan para
pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain
yang terkait dengan tanah yang akan dibebaskan, sedangkan lokasi pembangunan
itu tdk dapat dipindahkan atau sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen)
dari luas tanah yang diperlukan atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah
pemegang hak telah dibayar ganti kerugiannya, maka Gubernur akan mengajukan

usul tentang pencabutan hak atas tanah kepada Menteri Agraria / Kepala Badan
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Pertanahan Nassional melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada

Menter! dari instansi yang hiemérlukan tanah dan/ Menteri Kehakiman.

D. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian

Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah membuat daftar nominatif
pemberian ganti kerugian yang berdasarkan hasil invetarisasi Panitia Pengadaan
Tanah, keputusan Panitia Pengadaan Tanah yang merupakan hasil musyawarah
dengan pemegang hak atas tanah atau keputusan Gubernur apabila terdapat
adanya keberatan dari pemegang hak atas tanah terhadap besarnya ganti kerugian.
Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung kepada
yang berhak dengan disertai tanda terima di lokasi yang ditentukan oleh Panitia
Pengadaan Tanah, dengan disaksikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota
Panitia Pengadaan Tanah.

Pemberian ganti kerugian selain uang, dituangkan dalam berita acara
pemberian ganti kerugian yang ditandatangani oleh penerima ganti kerugian yang
bersangkutan dan Ketua atau Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah serta
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pengadaan Tanah. Untuk tanah
Wakaf, pemberian ganti kerugiannya diserahkan kepada Nadzir yang
bersangkutan, sedangkan untuk tanah Ulayat, pemberian ganti kerugiannya
dilakukan dalam bentuk prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat setempat.

E. Pelepasan, Penyerahan Dan Permohonan Hak Atas Tanah

Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian, dibuat surat pernyataan
pelepasan hak atau penyerahan tanah yang ditandatangani oleh pemegang hak atas
tanah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya serta disaksikan
oleh sckurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pengadaan Tanah dan
apabila yang tanah yang dilepaskan atau diserahkan adalah tanah Hak Milik yang
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belum bersertipikat maka penyerahan tersebut harus disaksikan oleh Camat dan
Lurall ) Kadés setémpat, Padai sast penibiiatan surat pernyataan-pelepasan hak atau
penyerahan tanah, pemegang hak atas tanah wajib menyerahkan sertipikat dan /

atau asli surat-surat tanah yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan kepada

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor
55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Pasal 32 dan pasal 33 setelah surat pernyataan pelepasan hak
atau penyerahan tanah telah ditandatangani oleh pemegang hak atas tanah dan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya serta disaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pengadaan Tanah, maka :

a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya akan mencatat hapusnya
hak atas tanah yang telah dilepaskan atau diserahkan tersebut dan apabila
tanah yang dilepaskan haknya atau diserahkan belum memiliki sertipikat,
maka pada asli surat-surat tanah yang bersangkutan dicatatkan bahwa tanah
tersebut telah diserahkan atau dilepaskan haknya.

b. Panitia Pengadaan Tanah akan membuat berita acara pengadaan tanah dan
melakukan pemberkasan dokumen untuk setiap bidang tanah yang kemudian
disimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya setempat, sedangkan
untuk asli surat-surat tanah serta dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan pengadaan tanah diserahkan kepada instansi Pemerintah yang
memerlukan tanah tersebut.

Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah tersebut harus bertanggung jawab
atas penguasaan dan pemeliharaan tanah yang sudah diperoleh / dibayar ganti
kerugiannya dan setelah menerima berkas dokumen pengadaan tanah, instansi
Pemerintah yang memerlukan tanah tersebut wajib untuk segera mengajukan
permohonan tentang hak atas tanah agar dapat memperoleh sertipikat yang sesuai

dengan nama instansi induknya sesuai ketentuan yang berlaku.
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3.1 Prosedur Pembebasan Hak atas Tanah Guna Pengembangan Kampus
Universitas Jember di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
Kegiatan pembangunan materiil untuk pengembangan fasilitas kampus adalah

salah satu prasarana pendidikan yang pelaksanaan pembangunannya mempunyal

sifat untuk kepentingan umum, karena kegiatan tersebut menyangkut kepentingan
masyarakat luas, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat banyak dan
kepentingan pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Inpres Nomor

9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-

benda yang Ada di Atasnya. Oleh karena itu, pelaksanaan pembebasan tanahnya

dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 yang mengatur tentang

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum baik bagi kebutuhan

tanah dalam skala kecil maupun besar.

Pembebasan hak atas tanah guna peningkatan atau pengembangan Universitas
Jember di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember termasuk dalam bidang-
bidang yang diatur dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 pada butir ke-6 (enam)
yang tergolong dalam bangunan pendidikan atau sekolahan. Peningkatan atau
pengembangan kampus Universitas Jember ini sangat dibutuhkan oleh pihak
Universitas Jember untuk terus melengkapi bangunan fisiknya agar proses belajar
mengajar dapat berjalan lebih baik lagi.

Prosedur pembebasan tanah untuk obyek tersebut di atas dilakukan dengan
cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah secara langsung antara pemegang
hak atas tanah dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah. Proses ini
dilakukan di hadapan Panitia Pengadaan Tanah, yang susunan keanggotaannya
melibatkan beberapa unsur dari instansi pemerintah.

Prosedur pembebasan hak atas tanah bagi pengembangan kampus tersebut

diawali dengan surat permohonan penetapan lokasi dan pengadaan tanah untuk
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mendapatkan tugas untuk pembebasan tanah dalam rangka pengadaan tanah guna
pengembangan kampus Universitas Jember seluas 20.000 m2. Menindaklanjuti
surat permohonan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
mengirimkan Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Jember kepada Pemimpin
Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Universitas Jember tertanggal 26 Juni
1997.

Dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 1l Jember Nomor :
460. 135.34-20- NF. 1S-1997 tentang Penetapan Lokasi untuk Proyek
Peningkatan Perguruan Tinggi ( Pengembangan Kampus Universitas Jember ),
bahwa setelah dikirimkannya surat permohonan penetapan lokasi tanggal 09 Juni
1997 Nomor 238/PT 32. P3T/N20 ‘97 dari Pemimpin Proyek Peningkatan
Perguruan Tinggi ( Pengembangan Kampus Universitas Jember ) atas tanah hak
milik dan hak milik adat seluas kurang lebih 20.000 m2 tercatat atas nama Dra.
Sumiati dkk yang terletak di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari akan
dibebaskan untuk keperluan pengembangan atau perluasan kampus Universitas
Jember. Dalam surat keputusan ini juga disebutkan kalau lokasi yang dimohon
telah sesuai dengan Rencana Induk Kota (RIK) Kota Administratif Jember dan
Azas-azas Kebijakan Pembangunan di Wilayah yang bersangkutan, disamping
penyediaan tanah untuk keperluan pengembangan atau perluasan kampus
Universitas Jember ini menyangkut kepentingan umum dan hajat hidup orang
banyak scbagai sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka peningkatan
sumber daya manusia ( SDM ).

Dalam pembebasan hak atas tanah guna pengembangan kampus Universitas
Jember tergolong ke dalam pembebasan tanah yang berskala besar karena luasnya
lebih dari 1 ( satu ) hektar, maka pembebasan tanahnya dilakukan dengan bantuan
panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh bupati. Pembebasan tanah dilakukan
secara langsung antara panitia pengadaan tanah yang dalam hal ini selaku wakil
dari instansi pemerintah dengan pemilik tanah setempat yang dalam hal ini

diwakili oleh Haji Mochammad Ali yang bertindak untuk dan atas nama diri
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Adapun persetujuan penetapan lokasi yang berdasarkan surat keputusan

Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Jember Nomor : 460.135.34-20-NF.1.5-1997
Tentang Penetapan Lokasi Untuk Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi

(Pengembangan Kampus Universitas Jember) kepada Pemimpin Proyek

Peningkatan Perguruan Tinggi (Pengembangan Kampus Universitas Jember) yang

bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember, guna keperluan

pengembangan kampus atas tanah seluas kurang lebih 20.000 m2 yang terletak di

Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari seperti yang tercantum dalam Peta

Lokasi Tanah mempunyai syarat dan ketentuan sebagai berikut :

3.1.1 Pengadaan / Perolehan / Penguasaan Tanah

a.

Harus dilakukan melalui prosedur permohonan pengadaan tanah dan ditujukan
kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat 1l Jember selaku Ketua Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jember.

Penyuluhan kepada para pemilik tanah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan
Tanah bersama pemimpin Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Universitas
Jember selaku pihak yang memerlukan tanah.

Setelah dilaksanakan pendataan dan inventarisasi oleh Panitia Pengadaan
Tanah, hasilnya diumumkan selama 1 (satu) bulan.

Keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi kerugian tanah serta
tanaman tumbuhan dan atau bangunan benda-benda lain milik pemegang hak
atas tanah antara pihak-pihak yang berkepentingan di hadapan Panitia
Pengadaan Tanah.

Terhadap tanah yang sudah diperoleh atau dikuasai, penerima Surat
Keputusan ini diwajibkan mengajukan Hak Pakai kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur melalui Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
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3.1.2 Rencana Tapak Penggunaan Tanah / Site Plan

a.

Rencana Penataan Lingkungan agar memperhatikan prinsip-prinsip Desain
Tata Ruang sehingga dapat diperoleh keseimbangan dan keserasian yang
merupakan satu kesatuan kawasan kampus Universitas Jember.

Luas tanah untuk keperluan perencanaan bangunan gedung dan fasilitas
penunjangnya maksimal 60 % dari keseluruhan tanah yang telah ditetapkan.
Luas tanah untuk keperluan ruang terbuka hijau ( taman, présarana jalan,
tempat parkir dan lain-lain ) sekurang-kurangnya 40 % dari keseluruhan luas
tanah yang telah ditetapkan schingga sekaligus dapat berfungsi untuk
konservasi tanah dan air.

Penataan bangunan gedung dan ruang terbuka hijau agar supaya diselaraskan
dengan upaya mewujudkan Jember Terbina.

Perencanaan saluran pembuangan air atau drainase baru didalam lokasi agar
memperhatikan kondisi fisik tanah sehingga dapat dicegah timbulnya air pada
musim penghujan. Sedangkan saluran pengairan yang ada di sekitar lokasi
agar supaya tetap difungsikan sehingga masih mampu memenuhi keperluan air
bagi lahan pertanian yang ada di daerah bawah.

Sebelum Rencana Tapak Pembangunan Tanah tersebut, termasuk bila ada
perubahan atau revisi, disetujui atau disahkan oleh pejabat yang berwenang,
kegiatan proyek tidak dibenarkan.

Wajib mengurus dan menyelesaikan izin-izin lainnya ( IMB, dll.) vang

berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

3.1.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Proyek

a.

Harus sesuai dengan Rencana Tapak Penggunaan Tanah atau Site Plan yang
telah mendapat persetujuan atau pengesahan tersebut.

Tahapan kegiatan pembangunan harus dilaporkan perkembangannya setiap 3
Kantor Pertanahan setempat.

Selama berlangsungnya kegiatan pembangunan proyek agar supaya :
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1). Memasang rambu-rambu lalu lintas dan lampu penerang jalan sehingga
tidak membahayakan pemakai jalan di sekitarnya.
2). Mencegah timbulnya pencemaran udara ( debu ) akibat proses

© pematangan tanah.

3.1.4 Pasca Kegiatan Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kurikuler perguruan tinggi untuk
peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kampus agar supaya
memperhatikan upaya pemeliharaan lingkungan. Adapun dalam Surat Persetujuan
dari Bupati juga memuat tentang hal-hal yang tidak di benarkan yang berkaitan
dengan pelanggaran, kelalaian dan atau perbuatan lain yang dapat mengakibatkan
terjadinya penelantaran tanah, ataupun apabila di kemudian hari pembangunan
proyek tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitarnya, maka
Pemimpin proyek atau Um'versitas. Jember mempunyai kewajiban untuk
menanggung segala akibat yang terjadi.

Secara garis besar proses pelaksanaan pembebasan tanah bagi pengembangan
kampus Universitas Jember di Kecamatan Sumbersari melalui acara pembebasan
hak atas tanah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 4
Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan di
Wilayah Kecamatan.

Mengenai proses-proses lain dalam pembebasan tanah, yaitu dari proses
penentuan lokasi, pelaksanaan acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
yang meliputi pelaksanaan pemberian ganti rugi dan pembuatan Berita Acara
pelaksanaan pembayaran ganti rugi telah dilakukan sesuai dengan Keppres Nomor
55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum.
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3.2 Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pemegang Hak atas
Tanah Semula yang Dilakukan oleh Bendahara Proyek Peningkatan
Perguruan Tinggi Universitas Jember

Pelaksanaan pemberian ganti kerugian merupakan bagian dari acara pelepasan

atau penyerahan hak atas tanah, sehingga prosesnya dilaksanakan bersamaan
dengan pelaksanaan acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Dalam acara
pelaksanaan pemberian ganti kerugian, pembuatan surat pernyataan pelepasan hak
atas tanah, penyerahan sertifikat atau surat-surat tanah yang berkaitan dengan
tanah yang akan dibebaskan. Setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman
selama 1 (satu) bulan atas hasil inventarisasi tanah, tanaman, bangunan dan
benda-benda yang berada diatasnya yang telah dilaksanakan oleh Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jember pada tanggal 9 Agustus
1997 dan tidak ada masalah, gugatan maupun keberatan dari pihak ketiga maka
rapat musyawarah untuk menetapkan .bentuk dan besarnya ganti kerugian tanah,
tanaman, bangunan dan benda-benda lain yang berada diatasnya yang akan
dibebaskan haknya untuk kepentingan Universitas Jember segera dilaksanakan.
Sesuai dengan pernyataan dari pemilik tanah atau pihak yang menguasai tanah
yang akan dibebaskan haknya, dalam hal ini diwakili oleh Haji Mochammad Ali
yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemilik tanah dan selaku
kuasa dari Tadjir dkk ( delapan orang ) sebagaimana yang teriera di Surat Kuasa
tanggal 4 April 1997, bahwa yang bersangkutan ( pemilik tanah atau pihak yang
menguasai ) hanya akan menjual tanahnya saja, sedangkan bangunan, tanaman
dan benda-benda lain yang ada diatasnya akan dipindahkan sendiri dengan biaya
sendiri tanpa ganti rugi.

i M linmetan MNanti Karnaian
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Berdasarkan keterangan atau pernyataan dari Bendahara Proyek Peningkatan
Perguruan Universitas Jember, karena harga ganti rugi tanah yang telah diajukan
oleh pemilik tanah atau pihak yang menguasai tanah tidak bisa ditawar lagi maka
harga yang telah diajukan tersebut disetujui dengan alasan bahwa jumlah ganti

rugi yang harus dibayarkan kepada pemilik tanah atau pihak yang menguasai

35

tidak melebihi dan berada di bawah jumlah dana atau anggaran yang tersedia. Dan

yang terpenting terhadap tanah yang akan dibebaskan haknya tersébut tidak ada

masalah gugatan maupun keberatan dari pihak lain. Kemudian anggota Panitia

Pengadaan Tanah menanggapi permintaan harga yang diajukan oleh pemilik tanah

bahwa harga tersebut sudah sesuai dan wajar bila dibandingkan dengan harga rata-

rata lokasi tanah setempat, disamping karena harga tersebut juga tidak jauh
berbeda dengan harga Nilai Jual Obyek Pajak lokasi tanah dalam SPPT PBB
tahun 1997 yaitu sebesar Rp. 105.000,- permeter persegi sebagaimana Surat

Keterangan Lurah Sumbersari tanggal 02 September 1997 Nomor 140 /235 / 513.

04 /97.

Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak atas bentuk dan besarnya ganti
rugi tanah yang dibebaskan haknya dengan disaksikan oleh Panitia Pengadaan
Tanah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Jember, maka Panitia Pengadaan Tanah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jember seperti yang terdapat di dalam Berita Acara
Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Utuk Kepentingan
Umum No.2/BA/PPT.IX/1997 menyimpulkan sebagai berikut :

a) bahwa bentuk ganti rugi tanah berupa uang tunai yang harus dibayarkan dan
dilaksanakan secara terbuka serta langsung oleh Bendahara Proyek
Peningkatan Perguruan Tinggi Universitas J ember kepada pemilik tanah atau
pihak yang menguasai tanah atau kuasanya;

b) bahwa yang akan diberikan ganti kerugian hanya terhadap tanahnya saja,

cadanal-an tanaman hanounan dan benda-benda lain vang ada diatasnya tidak
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akan diberi ganti kerugian, karena bangunan rumah akan dipindahkan sendiri
dan tafaman-tanaman | yang Yberada | diatasnya dkan ditebangTatau dipanen
sendiri;

c) sebagai dasar pendukung atau kelengkapan bagi Panitia Pengadaan Tanah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jember dalam menetapkan bentuk dan besarnya
Jember, maka perlu dibuat Surat Pernyataan yang aniard 1am inciiydiandu

bahwa pemilik tanah atau pihak yang menguasai tanah bersedia menerima

bentuk dan besarnya ganti kerugian yang telah diajukan oleh pihak Universitas

Jember selaku pihak yang memerlukan tanah.

Dengan selesainya Berita Acara pelaksanaan pemberian ganti rugi yang dalam
proses ini tidak dijumpai adanya masalah gugatan maupun keberatan dari pihak
pemilik tanah atau pihak yang menguasai tanah mengenai jumlah ganti kerugian
yang ditawarkan oleh pihak Universitas Jember selaku pihak yang memerlukan
tanah, maka tugas Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Daerah Tingkat 11 Jember, sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Jo.
Peraturan Surat Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Timur tanggal 24 Agustus 1994 Nomor 105 Tahun 1994, atas dasar
permohonan Pemimpin Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Universitas
Jember, sebagaimana suratnya tanggal- 17 Februari 1997 Nomor 256 a / 104.32 /
PR / 1997, telah melaksanakan tugas-tugas seperti dimaksud dalam pasal 8
Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1

Tahun 1994 atas Pengadaan Tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sesuai dengan permasalahan

yang diajukan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a)

b)

Prosedur pembebasan hak atas tanah bagi peningkatan atau pengembangan
kampus Universitas Jember di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember
dilakukan melalui cara pelepasan atan penyerahan hak atas tanah. Sesuai
dengan Pasal 18 UUPA Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya dan
Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Negara Agraria /
Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994. Karena pembebasan tanah tersebut lebih
dari satu (satu) hektar, maka pémbebasan tanah tersebut dilakukan secara
langsung antara instansi pemerintah yang dalam hal .ini adalah Bendahara
Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Universitas Jember dengan para
pemegang hak atas tanah yang disaksikan langsung oleh Panitia Pengadaan
Tanah.

Pelaksanaan pemberian ganti kerugian kepada pemégang hak atas tanah oleh

instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rah"gka pembebasan tanah
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untuk pengembangan kampus Universitas Jember di Kecamatan Sumbersari
Kabupaten Jember telali dilakukahy menumut-Kieppres Nomaoi 55 Tahun 1993
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN
Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993,
mengenai besar dan bentuk dari ganti kerugian yang diberikan kepada

pemegang hak atas tanah ditetapkan berdasarkan musyawarah bersama antara
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4.2 SARAN _

Setelah penyusun menguraikan hal-hal berkaitan dengan judul Legal Opinion
yaitu “ Suatu Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pembebasan Hak Atas Tanah Untuk
Pengembangan Kampus Universitas Jember “, maka selanjutnya penyusun akan
mengemukakan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penyusun , yaitu :
a) Mengingat pentingnya masalah pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan

umum, terutama sekali dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan

nasional, maka pelaksanaan pembebasan hak atas tanah harus dilaksanakan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, di

dalam prakteknya pelaksanaan pembebasan hak atas tanah juga harus

dilakukan secara adil dan bijaksana dengan memperhatikan kepentingan dari
para pemilik hak atas tanah. Untuk itu Pemerintah melalui para pejabat atau
aparat pelaksana lembaga pembebasan hak atas tanah dituntut untuk dapat
mewujudkannya dalam rangka menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan
makmur disamping itu juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi
masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang.

b) Dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian untuk pembebasan hak atas

tanah untuk kepcntmgan umum kepada para pemilik hak atas tanah,

1 - ee—nd wmnlalrnnsan lammhaaa namhehacan
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Pemerintah melalul para pcjabat aldu dpdidi pldafsdlic IMIEaes ==
hak -atas tanah dan Instansi yang membutuhkan tanah tersebut harus berlaku
secara adil dan bijaksana dalam menyikapi keinginan atau turntutan mengenal
besar dan bentuk dari ganti kerugian yang diinginkan oleh para pemilik hak
atas tanah. Dilain pihak para pemilik hak atas tanah juga harus mempunyai
kesadaran bahwa pembangunan negara dan bangsa bukan hanya kewajiban
pemerintah belaka tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat.
Oleh karena itulah, maka hendaknya para pemilik hak atas tanah yang akan
dibebaskan tanahnya untuk kepentingan umum harus sadar untuk tidak
mengajukan tuntutan mengenai jumlah dan bentuk ganti kerugian yang diluar

kewajaran.
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Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah
dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan Tata
Cara Pembebasan Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara
Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Diwilayah Kecamatan

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Keppres
Nomor 55 Tahun 1993,
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
PROYEK UNIVERSITAS JEMBER

Alamat : JI. Kalimantan , Kampus Tegalboto, Fax. (0331) 89029
Kotak Pos 159, Telepon : (0331) 30224 - 89029 Jember - 68121

Nomor : 238 /PT32.P3T/N20°97 9 Juni 1997
Lampiran  : 1 (satu) berkas
Perihal . : Permohonan Penctapan Lokasi

dan Pengadaan Tanah Untuk
Kampus Universitas Jember

Kepada Yth. : Bapak Bupati Kepala Daerah Tk. 11
Kabupaten Jember

up. Bapak Kepala Kantor
Badan Pertanahan Nasional
di -
JEMBER

Dengan hormat, _

Diberitahukan bahwa dalam tahun anggaran 1997/1998 Univcrsitas Jember
mendapatkan tugas untuk pembebasan tanah dalam ran gka pengadaan
tanah kampus Universitas Jember seluas 20.000 m2.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Keppres. 55 tahun
1993, pasal 7 dan pasal 8, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak
untuk dapatnya memberikan bantuan dalam pelaksanaan pembebasan
tanah dimaksud.

Qehaoai hahan nertimbangan kami lampirkan data-data sebagai berikut :
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1) FotecopyRekomendasi Bupati KDIT. Tk 11 Kabupaten Jember;
2. Gambar tanah kampus dan target ToKasi peinbcbasan;

3. Petok-petok tanah;

4. DIP Tahun Anggaran 1997/1998.

Untuk sclanjutnya pihak terkait dapatnya :
1. melakukan penclitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman
dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan hak atas tanah

dimaksud akan dilepaskan;

2. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, dan dokumen
yang mendukungnya;
3. menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi hak atas tanah,

serta proses pelaksanaan lainnya, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak
yang dalam hal ini Panitia Pembebasan Tanah Tingkat Kabupaten.

Demikian atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

“Dr. Kabul Santoso, MS. \_v™"us-'CAr. Josi A Arifandi, MS
“euzze===NIP. 130 350 768. Neoos”” NIP. 131 282 374.
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Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan-danKebudayaan/R1 'di Jakartas
2. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur;
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati [I Jember.
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BAaDAN PERTAONARIAINM

NS T ORGL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

Jalan K.H.Siddig 59 Jember Telp.

B8BERE

Jdember, 24

Nomor @ 468.333.4-'99% KEPADA
- Yih. PEMIMPIN PROYEXK PENINGKATAN PERGURUAN

TINGGI UNIVERSI
Jd1. Kalimantan
Sumbersari Jember

Juni

1997

TAS JEMBER
Kampus Unej Tegalboto

di
JEMBER
DNAF.TAR = ENGANTAR
No. Jdenis Surat Yanyg Dikirim ‘Jumlah Keterangan
= - —
1-

Surat Keputusan Bupati KDH Tk.II Jdember Tentang
Penetapan Lokasi Untuk Peningkatan/Fengembangan
Kampus Universitas Jesber seluas 1 78.88D N2 ter
letak di Kel.Sumbersari Kec. Sumbersari kepada
Pemimpin Proyek Peningkalan Ferguruan Tinygi
Universitas Jeaber. :

gy, i

1(satu)
Exemplr

- Disampaikan untuk

dipergunakan Se-
gaimana wmesti-
nya.

Semua pertiabang-
an dari Dinas/De-
partemen  Teknis
yang disampaikan
dalam Rapat Koor-
dinasi Pembahasan
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Izin Lokasi pada
prinsipnya sudah
tercantum dalam
persyaratan pem-
perian Izin Lo-

TEMBUSAN disampaikan kepada Yih.
1. Kakanwil RPN Propinsi Jawa Timur.

2 Buggti Kepala Daerah Tingkat II Jember.

3. Re

or Universitas Jember.

4" Walikota Kota Adeinistratip Jember.
4. Ketua Bapqua Kabupaten Jember.

6. Camat/PPh

yang bersanm-.utan‘\ . /{ i// (/“/2

&

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JEMBER

SURAT KEPUTUSAN BUPAT1 KEPALA DAERAH TINGEAT 11 JEMBER
NOMOR : 460.135.34-20 -NF.1.5-1987

TENTARG
PENETAPAR LOKASI
UNTUK PROYEK PENINGKATAN PERGURUAN TINGGI
(PENGEMBANGAN KAMPUS UNIVERSITAS JEMBER)

MEMBACA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGEAT LI JEHMBER

- Surat permohonan penetapsn loksei tanggal P9-96-1997
Nomor 23B8/PT32.P3T/N20°97 dari PEMIMPIM PROYEK PEMNING-
KATAN PERGURUAN TINGGI (PENGEMBAMGAN KAMPUS (UNIVERSI-
TAS JEMBER) stase tanah Hak Hilik dan Hak Milik Adst
luas £ 20.000 m2 tercatat atas nama Dra. Sumiati Dkk
terletak di Kelurahan Sumbersa